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KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori/Konsep
1. Pengertian Fundraising

Fundraising  menurut  Kamus  Inggris-Indonesia  adalah
pengumpulan dana.'’” Sedangkan pengumpulan dana menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan;
penghimpunan; pengerahan. Sedangkan yang dimaksud dengan dana ialah
uang yang disediakan untuk keperluan (kesejahteraan, pemberian, hadiah,
derma).’® Jadi yang dimaksud dengan fundraising adalah suatu cara
penghimpunan uang dengan tujuan Kkesejahteraan masyarakat dan
kepentingan umum.

Sedangkan menurut Hasanudin dalam Jurnal Manajemen Dakwah
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fundraising adalah kegiatan
menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik
individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang
akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional
lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga

tersebut.®

17 peter Salim, Advanced English-Indonesian Dictionary ..., 341.

'8 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia
..., 183,

19 Hasanudin, “Strategi Fundraising Zakat dan Wakaf,” ..., 11.
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Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka
menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik
individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang
akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional
lembaga sehingga mencapai tujuan.”

2. Tujuan Fundraising
a. Menghimpun Dana

Menghimpun dana adalah tujuan fundraising yang paling dasar.
Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki
nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Inilah
sebab awal mengapa fundraising itu dilakukan. Bahkan Kkita bisa
mengatakan bahwa fundraising yang tidak menghasilkan dana adalah
fundraising yang gagal, meskipun memiliki bentuk keberhasilan
lainnya.

Karena pada akhirnya apabila fundraising tidak menghasilkan
dana maka tidak ada sumber daya dihasilkan. Apabila sumber daya
sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk
terus menjaga kelangsungannya, sehingga pada akhirnya akan mati.?

b. Menghimpun Donatur

Tujuan kedua fundraising adalah menghimpun donatur.

Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah

donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara

20 Ahmad Juwaini, Panduan Direct Mail Untuk Fundrising (Depok: Piramedia,
2005), 4.
“ Ibid., 6.
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yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau
menambah jumlah donatur pada saat setiap donatur mendonasikan dana
yang tetap sama.

Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah donatur
adalah cara yang relatif lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi
dari setiap donatur. Dengan alasan ini maka mau tidak mau fundraising
dari waktu ke waktu juga harus berorientasi untuk terus menambah
jumlah donatur.

. Menghimpun Simpatisan dan Pendukung

Kadang-kadang ada seseorang atau kelompok orang yang telah
berinteraksi dengan aktivitas fundraising, mereka kemudian terkesan,
menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak
memiliki kemampuan untuk memberi sesuatu misalnya saja sebuah
dana sebagai donasi karena ketidak mampuan mereka.

Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan
pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti
ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga dan
umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informan
positif tentang lembaga kepada orang lain. Dengan adanya kelompok
simpatisan dan pendukung ini, maka kita memiliki jaringan informasi

informal yang sangat menguntungkan.
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d. Membangun Citra Lembaga

Disadari atau tidak, aktivitas fundraising yang dilakukan oleh
sebuah lembaga baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk
citra. Fundarising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi
dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi akan
membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini bersifat
positif, bisa pula bersifat negatif.

Dengan citra ini setiap orang akan mempresepsi lembaga, dan
ujungnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku terhadap lembaga.
Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati
dan akhirnya memberikan donasi. Sebaliknya kalau citranya negatif,
maka mereka akan menghindari, antipati dan mencegah orang untuk
melakukan donasi.?

e. Memuaskan Donatur

Tujuan ini adalah tujuan tertinggi. Tujuan memuaskan donatur
adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya
secara teknis dilakukan sehari-hari. Jika donatur puas, maka mereka
akan mengulang lagi mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga.
Juga apabila puas mereka akan menceritakan lembaga kepada orang
lain secara positif.

Secara tidak langsung, donatur yang puas akan menjadi tenaga

fundraiser alami. Kebalikannya kalau donatur tidak puas, maka ia akan

22 |bid., 7.



26

menghentikan donasi dan menceritakan kepada orang lain tentang
lembaga secara negatif.
3. Metode Fundraising
a. Metode Fundraising Langsung

Metode fundraising langsung adalah metode fundraising yang
menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi donatur secara
langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana proses interaksi dan
daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika dilakukan.

Dengan metode ini apabila donatur muncul Kkeinginan
melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser
lembaga, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua
kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah
tersedia. Contoh metode fundraising langsung adalah: Direct Mail,
Direct Advertising, Telefundraising dan presentasi langsung.

b. Metode Fundraising Tidak Langsung

Metode fundraising tidak langsung adalah metode fundraising
yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi
donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana
tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap
respon donatur seketika.

Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang
mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara

khusus diarahkan untuk terjadi transaksi donasi pada saat itu. Contoh
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metode fundraising tidak langsung adalah: Advertorial, Image
Campaign dan penyelenggaraan event.?®
4. Dasar Hukum Fundraising

Sesuai amanat Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal
20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Frebruari 2014 lalu telah
menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang
pelaksanaan undang-undang tersebut.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan
fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); keanggotaan BAZNAS;
organisasi dan tata kerja BAZNAS; organisasi dan tata kerja sekretariat
BAZNAS; lingkup dan wewenang pengumpulan zakat, serta persyaratan
dan mekanisme perizinan dan pembentukan perwakilan Lembaga Amil
Zakat (LAZ); termasuk pembiayaan BAZNAS dan penggunaan hak amil.

5. Teknik-Teknik Fundraising

Pada dasarnya teknik-teknik fundraising dapat dibagi kepada dua
bagian vyaitu : (1) bentuk atau cara-cara promosi dan (2) teknik atau cara-
cara melayani transaksi donasi. Adapun bentuk promosi yang dapat
dilakukan antara lain: 1). Surat contohnya adalah surat penawaran atau
surat permohonan untuk berzakat, infak atau sedekah. 2) Presentasi, baik

presentasi kepada individu, maupun presentasi kepada kelompok. 3)

2 1bid., 9.
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Barang cetakan, contoh adalah brosur, leaflet, poster atau flier. 4)
Penerbitan, contoh adalah buku, buletin, majalah atau koran. 5) Iklan,
contoh adalah iklan di media cetak, media elektronik, internet dan media
luar ruang. 6) Asesoris dan Gift contohnya adalah ballpoin, stiker,
gantungan kunci, pembatas buku, kaos, topi, kelender, agenda dan
sebagainya. 7) Event contohnya, adalah seminar, pelatihan, lomba, festival,
dan malam amal.

Adapun bentuk promosi yang dipilih, maka dalam penggunaanya
harus diperhatikan beberapa faktor yaitu : 1) Sasaran komunitas donatur
yang dituju. 2) Daya jangkau alat promosi (coverage area). 3) Ketetapan
waktu penggunaan. 4) Kata-kata gaya bahas dan gambar yang digunakan.
5) Biaya yang harus dikeluarkan. 6) Daya pengaruh atau bentuk respon
yang diharapkan.

Adapun teknik-teknik atau cara-cara penerimaan yang dapat dipilih
adalah: 1) Bayar langsung. 2) Jemput Zakat, Infak dan sedekah. 3)
Sertifikat donasi (sertifikat amal). 4) Kotak infak / kotak amal. 5) Counter
/Gerai. 6) Trasfer via rekening bank. 7) Debet langsung setiap bulan dari
rekening donatur. 8) Pembayaran via phone. 9) Pembayaran via ATM. 10)
Pembayaran via kartu Debet. 11) Pembayaran via SMS. 12) Pembayaran
via Internet. 13) Pemotongan laba perusahaan. 14) Kerjasama pemanfaatan
atau penyaluran dan ZIS atau sosial . 15) Penjualan Merchandise. 16)
Sponsorship. Teknik atau cara penerimaan dana di atas dapat dipilih baik

satu, beberapa atau keseluruhannya oleh setiap LPZ sesuai dengan tujuan
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dan kondisi dari masing-masing lembaga serta masyarakat donatur
(muzakki) yang menjadi sasarannya.?*
6. Definisi Transparansi

Sebuah organisasi yang berhubungan dengan publik atau
masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang diakses oleh
masyarakat sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi
yang bersangkutan. Dalam kerangka kebebasan pers dan upaya
menciptakan masyarakat informasi yang memiliki hak dalam mengawasi
jalannya pemerintahan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Melalui Undang-Undang tersebut, berbagai masalah transparansi
informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan
publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna
informasi publik.?® Adapun dalam UUD 1945 Pasal 28 F menyebutkan
bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang

tersedia.?®

# Asep Saefullah, Ruang Lingkup Dan Teknik-Teknik Fundaraising, Makalah
limiah, Disampaikan pada Diklat di Tempat Kerja (DDTK) Kementerian Agama Kabupaten
Donggala, tanggal 01 Pebruari 2010 di Asrama Haji Palu.

% Farid Hamid dan Heri Budianto, Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan
Masa Depan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), 331.

* Ibid., 332.
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Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari Good
Governance. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh
informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat
diperoleh mereka yang membutuhkan.?” Menurut Standar Akuntansi
Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005,
transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan
jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat
memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.?®

Pendapat lain mengatakan transparansi adalah keterbukaan
informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan
informasi yang material yang relevan dengan perusahaan. Transparansi
dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap
pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat
menjangkau setiap segi kebijakan Pemerintah, dan berlakunya prinsip
Check and Balance (antar lembaga eksekutif dan legislatif).

7. Tujuan Transparansi
Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya

antara Pemerintah dengan publik di mana Pemerintah harus memberikan

2" Muindro Renyowijoyo, Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, (Jakarta:
Mitra Wacana Media, 2010), 14.

%8 Tim Penyusun, Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2005, (Bandung:Fokus Media, 2009), 23.
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informasi  yang akurat bagi publik yang membutuhkan.®® Dalam
pandangan Islam, transparansi merupakan shiddig (jujur), sebagaimana
Firman Allah SWT dalam Surat Al-An’am ayat 152, yang berbunyi

sebagai berikut:
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Artinya:

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang
lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran
dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada
sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata,
Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat (mu),
dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah

kepadamu agar kamu ingat”. (QS Al-An’am:152)%

» Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, dan Kepemimpinan
Masa Depan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 289-290.

* Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013),
149.
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8. Indikator Transparansi

Menurut Mardiasmo dalam Muhammad Rizgi Syahri Romdhon
indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:*:

a. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset.

b. Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
yang mudah diakses.

c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

d. Tersedia sarana untuk suara dan usulan rakyat.

e. Terdapat sistem pemberian informasi pada publik.

Jika dilihat dari definisi dan kriteria, tidak ada kriteria yang jelas
mengenai seperti apa bentuk laporan keuangan dapat disebut sebagai
laporan keuangan yang transparan. Definisi dan kriteria tersebut hanya
mencakup transparansi dalam pengelolaan keuangan, bukan laporan
keuangan. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari
transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Hal ini berarti laporan
keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat transparansi.

Kriteria dari transparansi ini adalah adanya pertanggungjawaban
terbuka, adanya akses yang bisa dituju terhadap laporan keuangan serta
adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan

ketersediaan informasi kinerja. Agar laporan keuangan menjadi lebih

! Muhammad Rizqi Syahri Romdhon, “Pengaruh Laporan Transparansi Laporan
Keuangan Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki
(Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung)”. Skripsi. Universitas Pendidikan
Indonesia, Bandung, 2014, 40.



33

efektif dan tidak menyesatkan, seluruh informasi yang relevan seharusnya
disajikan dengan cara yang tidak memihak, dapat dipahami, dan tepat
waktu. Inilah yang dikenal dengan prinsip pengungkapan penuh (full
disclousure principle).*

Semua fakta-fakta perlu diungkapkan secara terbuka agar laporan
keuangan sebisa mungkin bersifat informatif dan member arti bagi pihak-
pihak yang berkepentingan. Pengungkapan fakta-fakta dilakukan guna
menghindari adanya laporan keuangan yang menyesatkan. Di samping
laporan utama, terkadang perlu adanya catatan kaki yang memberi
deskripsi lebih jauh sehubungan dengan laporan keuangan itu.** Dengan
prinsip pengungkapan ini diharapkan agar investor yang memiliki
pengetahuan rata-rata tidak menjadi keliru dalam menafsirkan isi laporan
keuangan. Oleh karena itu, tidak boleh ada informasi penting atau

kebutuhan informasi rata-rata investor yang hilang atau disembunyikan.3*

. Organisasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia

Organisasi Pengelolaan Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dibentuk
oleh Pemerintah dan LAZ dibentuk oleh masyarakat setelah mendapat izin

dari Pemerintah.®

17.

%2 Hery, Teori Akuntansi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 114.
%% Djarwanto, Pokok-Pokok Analisa Laporan Keuangan (Yogyakarta: BPFE, 2008),

% Hery, Teori ...,114.
% Kementerian Agama RI, Manajemen Pengelolaan Zakat (Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam : Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 27.
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a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dibentuk oleh
Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.
BAZNAS merupakan lembaga Pemerintah non struktural yang bersifat
mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian
Agama. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan
fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS
juga dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAZNAS terdiri atas 11 anggota, terdiri dari 8 orang dari unsur
masyarakat dan 3 orang dari unsur Pemerintah. Anggota BAZNAS
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kementerian
Agama. Unsur masyarakat terdiri atas unsur Ulama’, tenaga
profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Anggota BAZNAS dari unsur
masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Kementerian Agama
setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.
Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota. Masa kerja
anggota BAZNAS dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali
untuk 1 kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS

dibantu oleh sekertariat. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai



35

anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat paling sedikit harus warga Negara Indonesia (WNI),
beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berusia
minimal 40 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota
partai politik, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak
pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.*®
Anggota BAZNAS diberhentikan apabila meninggal dunia,
habis masa jabatan, mengundurkan diri, tidak dapat melaksanakan tugas
selama 3 bulan secara terus menerus, dan tidak memenuhi syarat lagi
sebagai anggota.
1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat
Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Propinsi dan
BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Propinsi dibentuk oleh
Menteri Agama atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan
BAZNAS. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri Agama
atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah

mendapat pertimbangan BAZNAS.

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat Pasal 10.
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Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak
mengusulkan pembentukan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS
Kabupaten/Kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat
membentuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota
setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi dan
BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi
BAZNAS di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing.

2) Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS,
BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk
UPZ di instansi Pemerintah, badan usaha milik Negara (BUMN),
badan usaha milik daerah (BUMD), perusahaan swasta, dan
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk
UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan, atau nama lainnya, dan
tempat lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai
dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan Hak
Amil.

3) Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk
masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib

mendapat izin Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh
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Menteri. 1zin pembentukan LAZ harus memenuhi persyaratan paling
sedikit sebagai berikut :
a) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang
mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
b) Berbentuk lembaga berbadan hukum.
¢) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
d) Memiliki Pengawas Syari’ah.
e) Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk
melaksanakan kegiatannya.
f)Bersifat nirlaba.
g) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi
kesejahteraan umat.
h) Bersedia diaudit Syari’ah dan diaudit keuangan secara berkala.
LAZ wajib melaporkan pelaksanaan  pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada
BAZNAS secara berkala. LAZ dapat membentuk perwakilan.
10. Pengertian Zakat
Kata zakat berasal dari kata zaka yang mempunyai pengertian
berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut lisan Arab, arti dasar
dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan
terpuji yang semuanya digunakan dalam Al-Qur’an dan Hadits. Zakat

dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah
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SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.®” Dinamakan zakat
karena dapat mengembangkan, menyuburkan pahala dan menjauhkan harta
yang telah diambil zakatnya dari bahaya.*

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 Tentang
Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa Zakat adalah “harta yang wajib
dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada
yang berhak menerimanya sesuai dengan Syari’at Islam”.* Berdasarkan
macamnya zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal atau zakat harta dan
zakat fitrah. Yang dimaksud dengan zakat mal atau zakat harta adalah
bagian dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-
orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu dan jumlah minimal
tertentu.

Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan
oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga
yang wajar pada malam dan siang hari raya.*’ Zakat merupakan sarana
mensucikan jiwa seseorang dari berbagai kotoran hati yang salah satunya
adalah cinta dunia. Zakat juga berfungsi untuk mensucikan harta, karena
syubhat yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau
mengembangkannya.  Penyucian harta tersebut adalah dengan

mengeluarkan zakat seperti yang telah ditegaskan dalam Al-Qur’an:

37 yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), 34.
% Hasbi Ash Shiddigie, Pedoman Zakat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 24.
% Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 Tentang

Pengelolaan Zakat.

39.

0 M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Ul Press, 1988),
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Artinya:
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka.
Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah:
103).*

Perintah tentang pelaksanaan zakat, tentu saja mempunyai berbagai
alasan atau motif, selain beraspek transenden-teologis, juga ada maksud
sosial yaitu pemerataan kekayaan. Karena sesungguhnya dalam harta
orang-orang kaya ada sebagian yang menjadi hak milik fakir-miskin dan

hak tersebut harus diberikan kepada yang punya. Seperti firman Allah:
8 P < c _ o~ /94/ P . 9,4/ 2 4/ ‘/ P - -7

P
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* Al-Qur’an dan Terjemahannya, ... 203.
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Artinya:

“Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian
(pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. ltulah
yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan
mereka ltulah orang-orang beruntung”. (QS. Ar-Rum: 38).%

Jadi, dalam memaknai zakat tidak hanya semata-mata
mengeluarkan harta untuk ritual kosong tanpa makna, akan tetapi ada
tujuan besar yaitu untuk melaksanakan kewajiban atau perintah dari Allah
dan memberikan harta yang menjadi hak orang lain atau mustahiq demi
terciptanya kehidupan yang sejahtera.

Sebab, Syarat dan Rukun Zakat

Penyebab zakat menurut Mazhab Hanafi ialah adanya harta milik
yang mencapai nishab dan produktif kendatipun kemampuan
produktivitasnya itu berupa perkiraan. Dengan syarat pemilikan harta
tersebut telah berlangsung satu tahun, yakni tahun gomariyah bukan tahun
syamsiyah dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan
hak manusia. Syarat lainnya harta tersebut melebihi kebutuhan
pokoknya.*?

Syarat zakat dibagi dalam dua kategori yaitu syarat wajib zakat dan
syarat sah zakat. Menurut kesepakatan Ulama’ syarat wajib zakat adalah

merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta penuh, mencapai

“* Ibid., 408.
* Wahbah Zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung : PT Remaja

Rosdakarya, 2000), 97.
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nishab dan mencapai haul, melebihi kebutuhan pokok, dan bukan
merupakan hasil utang.

Sedangkan syarat sah zakat adalah niat yang menyertai
pelaksanaan zakat dan tamlik yaitu memindahkan kepemilikan harta
kepada penerimanya. Selanjutnya rukun zakat menurut Al Zuhayly ialah
mengeluarkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepaskan
kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik mustahik, dan
menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya,
yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.**

Jenis dan Syarat-Syarat Zakat

Zakat meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat
jiwa yang diwajibkan atas setiap diri Muslim yang hidup pada bulan
Ramadhan. Sedangkan zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh
muzakki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau
badan usaha.

Zakat mal meliputi: 1) zakat emas dan perak dan logam lainnya
yang telah mencapai nishab dan haul, 2) zakat uang dan surat berharga
lainnya; adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan
dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nishab dan
haul, 3) zakat perniagaan; adalah zakat yang dikenakan atas usaha

perniagaan yang telah mencapai nishab dan haul, 4) zakat pertanian,

* 1bid., 97-98.
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perkebunan dan kehutanan; adalah zakat yang dikenakan atas hasil
pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen, 5) zakat
peternakan dan perikanan; adalah zakat yang dikenakan atas binatang
ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nishab dan haul, 6) zakat
pertambangan; adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan
yang telah mencapai nishab dan haul, 7) zakat perindustrian; adalah zakat
atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa, 8) zakat
pendapatan dan jasa; adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang
diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, 9) zakat rikaz
adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat; 1) milik penuh;
2) halal; 3) cukup nishab; 4) mencapai haul. Syarat haul tidak berlaku
untuk zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, perikanan, pendapatan
dan jasa serta zakat rikaz. Adapun syarat zakat fitrah adalah; 1) beragama
Islam; 2) hidup pada saat bulan Ramadhan; 3) memiliki kelebihan
kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya ldul Fitri. Zakat fitrah dapat
berupa beras atau makanan pokok atau dapat diganti dengan uang yang
senilai dengan beras tersebut.*
B. Penelitian Terdahulu
Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap
penelitian-penelitian yang ada, ada beberapa penelitian maupun tulisan yang

secara umum berkaitan dengan penelitian yang akan penulis paparkan. Ada

** Ahmad Husnan, Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru, (Jakarta: Pustaka
Al Kautstar, 1996), 38.
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beberapa persamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti dengan penelitian terdahulu. Untuk menggambarkan secara lebih
jelas tentang persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya akan
penulis sajikan sebagaimana di bawah ini:

Adapun yang dianggap mirip tentang judul tersebut adalah sebagai
berikut: Hasil penelitian Budi Prayitno dengan judul “Optimalisasi
Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah” (Tinjauan terhadap
Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
tahun 2008). Tesis pada Universitas Diponegoro Semarang.*®

Tujuan penelitian tesis ini adalah : (1) Untuk mendiskripsikan apakah
pengelolaan dana ZIS yang ada Pada BAZDA Kab. Muna sudah sesuai
dengan ketentuan Syari’at Islam ; (2) Untuk mengetahui pengelolaan ZIS
menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ; (3) Untuk
mengetahui perlunya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan ZIS.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan studi
lapangan (field research) dengan pendekatan juridis normatif dan empiris.
Mengambil obyek studi pada Kepala dan Pegawai Pengelola Zakat pada Amil
Zakat Daerah.

Metode pengumpulan data yang digunakan vyaitu observasi,
wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pengelolaan dana zakat dan infak atau sedekah yang ada pada Badan Amil

“® Budi Prayitno, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah”
(studi kasus tinjauan terhadap badan amil zakat daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi
Tenggara tahun 2008)”. Tesis, Universitas Diponegoro Semarang. 2008.
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Zakat Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai ketentuan Syari’at
Islam dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan dikeluarkannya UU
No0.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka penunaian kewajiban
zakat lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat
sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti
adalah penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan apakah pengelolaan
dana ZIS yang ada Pada BAZDA Kab. Muna sudah sesuai dengan ketentuan
Syari’at Islam serta untuk mengetahui pengelolaan ZIS menurut UU No. 38
Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan untuk mengetahui perlunya
campur tangan pemerintah dalam pengelolaan ZIS. Penelitian ini termasuk
jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan studi lapangan (field research)
dengan pendekatan juridis normatif dan empiris. Mengambil obyek studi pada
Kepala dan Pegawai Pengelola Zakat pada Amil Zakat Daerah.

Hasil penelitian Saifulloh dengan judul “ Pengelolaan Zakat Dalam
Pemberdayaan Masyarakat * (studi kasus pada LAZ Rumah Zakat Kota
Semarang) Tesis pada Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
Tujuan penelitian tesis ini adalah : (1) Untuk sistem Pengelolaan Zakat di
LAZ Rumah Zakat Kota Semarang ; (2) Untuk pemberdayaan masyarakat

yang dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat Kota Semarang.®’ Penelitian ini

" Saifulloh, “Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat” (studi kasus
pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang)”. Tesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo
Semarang. 2012.



45

termasuk jenis penelitian kualitatif (field research). Mengambil obyek studi
pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi,
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dengan
pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat
dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh
masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi
kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari
kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan
zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh
masyarakat bersama dengan pemerintah.

Hal ini telah dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat Kota Semarang
sebagai lembaga pengelola zakat. Sebagai bukti dari hal tersebut LAZ rumah
Zakat telah melakukan kewajibannya memberdayakan masyarakat dalam hal
memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan pada masyarakat Kota
Semarang. Sistem pengelolaan zakat LAZ Rumah Zakat Kota Semarang,
sudah cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dari usaha pengumpulan dana,
pendistribusiannya maupun pendayagunaan zakat yang mana diharapkan
dalam kurun waktu tiga tahun para mustahik (penerima zakat) dapat berubah
menjadi muzakki (pemberi zakat).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti
adalah penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui sistem Pengelolaan

Zakat di LAZ Rumah Zakat Kota Semarang, dan untuk mengetahui
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pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat Kota
Semarang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif (field research).
Mengambil obyek studi pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang.

Hasil penelitian Azhar Alam dengan judul “ Analisis Efisiensi
Pengelolaan Dana Zakat Infaq Shadagah (ZIS) di Baznas Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Timur dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)” .
Tesis pada Universitas Airlangga Surabaya. Tujuan penelitian tesis ini adalah:
Untuk mengukur dan menganalisis efisiensi BAZNAS Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur berdasarkan laporan penerimaan dan penyaluran dana
zakat, infak dan sedekah yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS Provinsi
Jawa Timur di Tahun 2014,

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan
metode DEA (Data Envelopment Analysis). Mengambil obyek studi pada
BAZNAS Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hasil efisiensi dengan teknik DEA dalam asumsi CRS
menunjukkan bahwa dari total 12 unit BAZNAS Kabupaten/Kota terdapat 7
BAZNAS Kabupaten/Kota tergolong efisien. Terdapat 5 BAZNAS
Kabupaten/Kota yang memiliki efisiensi di bawah 100% atau inefisien dalam
asumsi CRS (constant return to scale) yaitu kota madiun (86.3%) Kabupaten
Sumenep (84,3%) Kota Lumajang (68,5%) Kota Malang (57,8%) dan

Kabupaten Lamongan.

8 Azhar Alam, “Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infaq Shadagah (Z1S) di
Baznas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Metode Data Envelopment Analysis
(DEA)”.Tesis, Universitas Airlangga Surabaya. 2015.
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti
adalah penelitian tesis ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis
efisiensi BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan
laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang telah
dikumpulkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur di Tahun 2014.

Hasil penelitian Nurdin dengan judul “ Pengaruh Pengelolaan Zakat
terhadap kesejahteran Rakyat * (studi kasus pada Badan Amil Zakat (BAZ)
Kecamatan Ujung Berung). Tesis pada Universitas Widyatama Bandung.
Tujuan penelitian tesis ini adalah : (1) Untuk mengetahui bagaimana kinerja
pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujung Berung ;
(2) Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dialami Badan Amil
Zakat (BAZ) Kecamatan Ujung Berung dalam hal pengelolaan dana zakat
dan bagaimana solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut ; (3)
Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengelolaan zakat terhadap
peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan Ujung Berung.*

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif riset lapangan (field
research). Mengambil obyek studi pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan
Ujung Berung. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu obsevasi,
interview dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan
zakat (mal dan fitrah) yang ada di wilayah Ujung Berung melihat jumlah
mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) ternyata ada kenaikan dari

tahun 2010 ke tahun 2012 secara rata-rata.

* Nurdin,“Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap kesejahteran Rakyat  (studi kasus
pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujung Berung)”. Tesis, Universitas Widyatama
Bandung. 2012.
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti
adalah penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja
pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujung Berung
kemudian untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dialami Badan
Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Ujung Berung dalam hal pengelolaan dana
zakat dan bagaimana solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut dan
untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengelolaan zakat terhadap
peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan Ujung Berung.

Hasil penelitian Ja’far Bachaqi dengan judul “ Potensi Zakat Sebagai
Pilar Perekonomian Umat Pasca Berlakunya UU No 38 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Zakat * (studi kasus pada pengelolaan zakat di Kabupaten
Kendal). Tesis pada Universitas Diponegoro Semarang.”® Tujuan penelitian
tesis ini adalah : (1) Untuk mendeskripsikan penggalian potensi zakat oleh
badan/lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Kendal; (2) Untuk
menjelaskan faktor-faktor penunjang dan penghambat terhadap penggalian
potensi zakat di Kabupaten Kendal ; (3) Untuk menjelaskan potensi zakat
sebagai pilar perekonomian umat di Kabupaten Kendal.

Penelitian ini menggabungkan antara pendekatan yuridis normatif dan
pendekatan yuridis sosiologis. Mengambil obyek studi pada wajib zakat,
pengelola zakat dan tokoh masyarakat/kiyai. Metode pengumpulan data yang

digunakan yaitu wawancara, penyebaran angket, pengamatan di lapangan dan

0 Ja’far Baehagi,“Potensi Zakat Sebagai Pilar Perekonomian Umat Pasca
Berlakunya UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (studi kasus pada pengelolaan
zakat di Kabupaten Kendal)”. Tesis, Universitas Diponegoro Semarang. 2005.
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dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penggalian potensi zakat oleh
badan/lembaga pengelola zakat di Kabupaten Kendal mencakup tiga aktifitas,
yaitu pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan.

Pertama, dalam upaya memaksimalkan hasil pengumpulan zakat

<

diformulasikan suatu konsep perzakatan “ progresif ” dan ditempuh suatu
langkah dan strategi yang juga “ progresif ” sebagaimana yang dilakukan oleh
Bapelurzam. Kedua, penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk
pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian zakat dimaksudkan
sebagai penyaluran dana zakat kepada mustahiq nya secara konsumtif sedang
pendayagunaan zakat dimaksudkan sebagai penyaluran zakat produktif.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti
adalah penelitian tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggalian
potensi zakat oleh badan/lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten
Kendal, untuk menjelaskan faktor-faktor penunjang dan penghambat terhadap
penggalian potensi zakat di Kabupaten Kendal dan untuk menjelaskan potensi
zakat sebagai pilar perekonomian umat di Kabupaten Kendal.
. Paradigma Penelitian
Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang

menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan

jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.>*

51 Sugiyono, Metode Administrasi (Bandung: Alfabeta, 2006), 43.
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